BAB IV

NEGARA DAN KONSTITUSI
A. Konstitusi Negara

1. Pengertian konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis “constituer” yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar.

Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu :

a. Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga:

1) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis

2) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum.

3) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Menurutnya pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar.

b. K.C. Wheare 

Mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu negara. Berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.

c. Prof. Prayudi Atmosudirdjo, merumuskan konstitusi sebagai berikut:

1) Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.

2) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan bangsa Indonesia.

3) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

Konstitusi:

· Secara luas : meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis (hukum adat, hukum kebiasaan, traktat, doktrin, yurisprudensi)

· Secara sempit : hukum dasar tertulis.

2. Kedudukan Konstitusi

a. Sebagai hukum dasar : memuat tentang aturan-aturan dasar

b. Sebagai hukum tertinggi : memiliki kedudukan lebih tinggi dalam negara tersebut.

3. Isi, Tujuan, dan fungsi Konstitusi Negara

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundangan dibawahnya.

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan aksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Hak-hak asasi manusia.

3. Prosedur mengubah undang-undang dasar.

4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam UUD 1945, maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada konstitusi Republik Indonesia ini. Hal-hal yang diatur dalam UUD 1945, antara lain:

1. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara.

2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya.

3. Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu hak dan ewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk uga hak asasi manusia.

4. Konsep atau cita negara dalam berbagai bidang, msalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

5. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.

6. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Selain itu konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002)

a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara

b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara

c. Fungsi pengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara

d. Funsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara

f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan serta sebagai center of ceremony
g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik, dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi

h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

